BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan secara terdesentralisasi dimulai pada bulan
Januari 200]. Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) Undang — Undang Nomor 32 Tahun
2004, bahwa ! tujuan desentralisasi pemerintahan adalah meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayan@ umum dan daya saing daerah. Konsekuensi
atas pasal 2 ayat (3) Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, pemerintah
daerah dipacu untuk mandiri dengan mengerahkan segala potensi yang ada di
daerah masing — masing dan mampu memberikan pelayanan atas segala
kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Chapra (2001), beberapa pelajaran penting yang dapat diambil
dari hubungan antara pemerintah dengan masyarakat adalah : (1) perlunya
pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah dihadapan rakyat guna
memotivast aparat pemerintah dalam menunatkan tugas — tugasnya bagi
kesejahteraan rakyat. (2) kurangnya pertanggungjawaban (akuntabilitas)
pemerintah perlahan — lahan akan memunculkan penyakit yang dapat merusak
keadilan dan pembangunan. (3) otoritas kebijakan yang memaksakan kehendak
pribadi atas rakyatnya dapat menimbulkan rusaknya hubungan dan solidaritas

antara pemerintah dengan masyarakat. (4) saat kepentingan rakyat diabaikan,
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Kondisi kekayaan masing — masing pemerintah daerah tidaklah sama
dalam mencapai tujuan desentralisasi, akan tetapi semua pemerintah daerah ada
kesamaan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha
peningkatan PAD ini menuntut peran inisiatif dan inovasi pemerintah daerah
selaku pengayom dan penggerak mésya:akat, sehingga dengan adanya PAD ini
tidak menyebabkan masyarakat semakin tertekan dan tidak menghambat aktivitas
ekonomi termasuk lalu lintas barang dan jasa.

Menurut Donelly dalam Mardiasmo (2004), pelayanan jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah dacrah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat
dari hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan
tingkat peradaban masyarakat.

Upaya pemerataan pembangunan dan perbaikan pelayanan pemerintah
kepada masyarakat melalui desentralisasi, perlu mempertimbangkan berbagai
kebijakan agar segala potensi daerah dapat berkembang dan dapat meningkatkan
aktivitas perekonomian. Adanya peningkatan aktivitas perekonomian, maka akan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya berdampak pada
peningkatan penerimaan PAD.

Menurut Chapra (2001) kontrol atas keuangan publik sangatlah penting.
Tanpa adanya pelrtanggungjawaban atas keuangan publik akan merusak penerapan
konsep pengawasan dan penyeimbangan tentang sumber — sumber kekayaan

publik. Mardiasmo (2004) menambahkan bahwa salah satu aspek dari
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pengelolaan keuangan daerah dan’ anggaran daerah. Beliau juga menekankan
bahwa pengelolaan keunangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat secara
langsung dapat melaui pelaporan kenangan daerah, yang mana pelaporan ini dapat
memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah yéng brl‘.rtumpu pada kepentingan publik merupakan pengalokasian
anggaran yang berorientasi pada pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Setiaji dalam Hamid (2005), untuk memperoleh kepercayaan
masyarakat, pemerintah perlu membangun komitmen dengan melakukan income
cutting untuk belanja rutin dan memberikan pelayanan langsung dalam bidang
pendidikan, kesehatan, kelaparan dan kemiskinan.

Pasca delapan tahun berjalannya pemerintahan terdesentralisasi, proses
evaluasi senantiasa harus berjalan guna tercapai pada tujuan utama dari
' desetralisasi ini yakni pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Proses evaluasi. ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap
Tingkat Kemiskinan di kabupaten dan kota s¢ — provinsi Jawa Barat.

Kajian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan atas kabupaten dan kota se —
provinsi Jawa Barat ini belum pernah peneliti temui. Berdasarkan penelitian
terdahulu yang peneliti dapatkan adalah penelitian tentang pengaruh belanja dan

pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran
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pengalokasian anggaran belanja modal (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007)
dan penelitian tentang hubungan DAU, belanja modal, PAD dan pendapatan
perkapita (Hariyanto, D dan Priyo Hari Hadi, 2007). Oleh karena itu rencana
penelitian ini masih signifikan untuk dilaksanakan.

Hasill dari penelitian ini diharapkdn dapat menjadi tambahan pengetahuati
peneliti dan sebagai salah satu bagian dari proses evaluasi atas pelaksanaan
desentralisasi pemerintahan. Harapan lain atas hasil penelitian ini adalah
mendukung pemerintah daerah agar dapat. lebih arif dalam menetapkan setiap
kebijaka:nnya dalam mengelola rumah tangga pemerintahannya dan dapat benar —

benar tercipta masyarakat yang sejahtera.

B. Lingkup Penelitian
1. Penelitian yang akan dilaksanaan adalah data ~ data hasil laporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota se — provinsi Jawa Barat
seperti;: PAD dan DAU vang selanjutnya akan dikaji pengaruhya dengan
tingkat kemiskinan. |
2. Data hasil laporan keuangan yang digunakan sebagai sampel adalah 5
tahun, yaitu mulai dari tahun 2002 sampai tahun 2006.
I
C. Rumusan Masalah Penelitian
Tujuan dari pelaksanaan pemerintahan terdesentraslisasi ini adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan atas tujuan ini dilandasi
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diharapkan akan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat daerah jika
dibandingkan dengan pengaturan pemerintahan secara terpusat.

World Bank (Indonmesia, Constructing) dalam Adil Khan (2005),
menyatakan bahwa, persoalan kemiskinan berkaitan dengan ide politik dan sosial
yang merefleksikan harapan — harapan dan aspirasi masyarakat. Jika masyarakat
seharusnya mamjpu mencukupi kebutuhan pangan, memberikan pendidikan yang
layak pada anak-anak, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta mempunyai
pekerjaan, maka bila sebagian masyarakat tidak mampu melakukan hal tersebut
atau tidak mendapatkan pelayanan yang selayaknya mereka dapatkan, kondisi ini
menunjukkan adanya kemiskinan. Gambaran lainnya seperti, jika semua
masyarakat seharusnya mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat,
tetapi jika sebagian diantaranya tidak dapat atau tidak diikutsertakan, maka hal ini
menunjukkan pula adanya kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi tidak
" tercapainya suatu standar kehidupan yang dianggap layak oleh masyarakat,
sehingga perlu dihapuskan.

Peninjauan atas kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan
mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah, yang merupakan bagian dari
proses pencapaian tujuan desentralisasi. Mengkaji kinerja kevangan daerah saja
ternyata tidak cukup, bisa jadi pemerintgh daerah menetapkan berbagai pungutan
pajak daerah dan retribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa

mempertimbangkan dampak atas kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.
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dimana pemerataan masyarakat belum tentu sepenuhnya merata dan
mencerminkan penurunan tingkat kemiskinan.

Beberapa hal yang patut ditelaah dalam pengelolaan pemerintahan
desentralisasi ini adalah bagaimana pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan.
Dana Alokasi Umum (DAU) pun perlu diketahui bagaimana pengaruhnya
terhadap tingkat kemiskinan karena sebagai bagian dari perimbangan keuangan.

Keaadaan ini sangat perlu dan mendorong peneliti untuk mengkaji
pengaruh antara PAD dan DAU terhadap tingkat kemiskinan masyarakat sebagai

sebuah cerminan atas keseimbangan dan kemanfaatan desentalisasi.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Pengaruh PAD terhadap tingkat kemiskinan
2. Pengaruh DAU terhadap tingkat kemiskinan
3. Bagaimana pengaruh PAD’dan DAU secara bersama - sama terhadap

tingkat kemiskinan

E. Manfaat Penelitian
1. Bidanlg teoritis
Mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam
bidang akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini diharapkan juga

dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan bagi pembaca
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2. Bidang praktik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan
sumbangan pemahaman tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan
kota di provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat
memlTerikan informasi dan kontribusi dalam setiap kebijakan yang

terkait dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada upaya
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